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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini telah mendeskripsikan tentang peningkatan strategi GNPSDA 

dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan dan 

analisis dapat diambil simpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Faktor isi kebijakan (content of policy) yang meliputi kepentingan yang 

dipengaruhi (interest affected), jenis manfaat (type of benefit), derajat 

perubahan yang ingin dicapai (extent of change envision), letak pengambilan 

keputusan (site of decision making), pelaksana program (program 

implementor), dan sumberdaya (resource commited); dan faktor konteks 

pelaksanaan kebijakan (context of implementation) yang meliputi kekuasaan, 

kepentingan dan strategi para aktor (power, interest, and strategy of actor 

involved), kelembagaan dan karakteristik rezim (institution and regime 

characteristic), kepatuhan dan daya tanggap (compliance dan responsiveness); 

serta faktor eksogen IAD yang meliputi karakteristik biofisik sumberdaya dan 

atribut komunitas; memiliki peran dalam penguatan dan pelemahan pelaksaan 

program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Faktor 

kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor serta faktor kelembagaan dan 

karateristik rezim merupakan faktor kritikal karena memiliki peran yang sangat 

signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan juga dapat 

mempengaruhi faktor-faktor lain dalam pelaksanaan program.  

2. Berdasarkan analisis faktor-faktor isi kebijakan, konteks implementasi, serta 

variabel eksogen IAD dalam pelaksanan program GNPSDA pada penataan 

perizinan kelapa sawit di Indonesia. Startegi peningkatan program GNPSDA 

dapat dilakukan dengan: 1) penguatan program GNPSDA dengan mangadopsi 

program atau kerangka kerja program GNPSDA ke dalam kebijakan nasional 
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(RPJMN-RPJMP atau lainnya) sehingga mengikat komitmen kelembagaan dan 

sumber daya lintas rezim; 2) penguatan kelembagaan pelaksana, dengan 

mempertimbangkan pembentukan Dewan Perkelapasawitan Indonesia sebagai 

indenpent regulatory body yang mengelola komoditas kelapa sawit dari hulu 

hingga hilir; 3) penguatan transparansi dan partisipasi publik untuk mengatasi 

state capture corruption dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. 

Secara lengkap sebagai sebuah kerangka kerja dalam perbaikan tata kelola dan 

pencegahan korupsi di perizinan kelapa sawit, strategi diarahkan kepada 

pencapaian enam sasaran utama GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa 

sawit yang dibagi ke dalam strategi yang sifatnya taktis, strategis, dan 

sistematis. Taktis diarahkan untuk menjadi katalis dalam mengurai dan 

menyelesaikan permasalahan perizinan sawit yang aktual dalam jangka pendek. 

Strategis diarahkan untuk membangun sistem pengendalian korupsi dalam 

perizinan sawit di Indonesia. Sedangkan sistematis secara komprehensif 

diarahkan untuk membenahi tata kelola perizinan sawit di Indonesia. 

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melakukan analisis kausalitas 

antar variabel sehingga berimplikasi pada kedalaman analisis penelitian; 

mengandalkan data dan informasi dari hasil wawancara informan dan telaah 

dokumen sehingga berimplikasi pada potensi subyektifitas dalam interpretasi 

data; serta keterbatasan jumlah informan yang diwawancara sehingga 

mengurangi tingkat komprehensifitas sudut pandang penelitian. 

B. Saran 

Dengan mempertimbangkan permasalahan pelaksanaan program, faktor-

faktor yang berperan dalam pelaksanaan program serta usulan strategi peningkatan 

program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit. Maka untuk lebih 

meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program GNPSDA dalam penataan 

perizinan kelapa sawit ke depan, hasil penelitian memberikan saran atau 

rekomendasi sebagai berikut: 
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1. Tim GNPSDA KPK berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk penguatan Program GNPSDA 

dalam Penataan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. Dengan 

mengadopsi program GNPSDA atau kerangka kerja GNPSDA dalam kebijakan 

nasional (RPJMN-RPJMP atau lainnya) yang mengikat komitmen 

kelembagaan dan sumber daya lintas rezim. 

2. Kementerian Pertanian dan BLU BPDP KS melakukan kajian penguatan 

kelembagaan pengelolaan komoditas kelapa sawit. Dengan 

mempertimbangkan dibentuknya independent regulatory body (Dewan 

Perkelapasawitan Indonesia) yang mengelola komoditas kelapa sawit dari hulu 

hingga hilir. 

3. Kementerian Pertanian mengoptimalkan fungsi sistem informasi perizinan 

perkebunan (SIPERIBUN) sebagai instrumen penguatan transaparansi dan 

partisipasi publik dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. 

4. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan melakukan analisis 

kausalitas antar variabel dengan menggunakan model dinamis (dynamic model) 

atau tracing model untuk kedalaman analisis, menambah informan kunci dari 

pihak kementerian/lembaga, dan masyarakat untuk analsis yang lebih 

komprehensif.   
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